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ABSTRAK 

UUJN merupakan pedoman utama bagi setiap Notaris yang harus dipatuhi dalam 

menjalankan tugas dan jabatannya, termasuk kewajiban melaksanakan jabatannya 

secara nyata. Praktiknya dilapangan, masih banyak Notaris yang tidak 

menjalankan jabatannya. Padahal menurut Pasal 17 UUJN menegaskan bahwa 

Notaris dilarang meninggalkan wilayah jabatannya lebih dari 7 (tujuh) hari kerja 

berturut-turut tanpa alasan yang sah. Dalam Penelitian ini Permasalahan yang 

diangkat ialah Bagaimana mekanisme penjatuhan sanksi administratif terhadap 

Notaris yang tidak menjalankan jabatannya dengan menganalisis Putusan MPPN 

Nomor : 09/B/MPPN/IX/ 2023. Untuk menjawab permasalahan tersebut 

digunakan metode penelitian yuridis normatif yang didukung dengan penelitian 

lapangan. pendekatan hukum yuridis digunakan untuk menganalisa berbagai 

peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan penjatuhan sanksi 

administratif berupa pemberhentian Notaris dengan tidak hormat pada putusan 

tersebut diatas. sementara pendekatan empiris penulis gunakan untuk 

menganalisis sejauh mana hukum itu berjalan diwilayah lain dengan melakukan 

studi lapangan pada MPDN Kota Tangerang Selatan. Sehingga didapat hasil 

penelitian bahwa pengaturan mengenai mekanisme penjatuhan sanksi bagi Notaris 

sudah sedemikian lengkap pengaturannya, hanya saja implementasi disetiap 

wilayah dapat berbeda-beda penegakkan hukumnya. Akibat hukumnya bagi 

Notaris yang terbukti tidak melaksanakan jabatannya dapat dijatuhi sanksi 

administratif berupa pemberhentian dengan tidak hormat seperti putusan diatas.   

Kata Kunci: Tidak Menjalankan Jabatan Notaris, Pengawasan Terhadap  

          Notaris, Sanksi Administratif  

 

 

 

ABSTRACT 

UUJN is the main guideline for every Notary that must be obeyed in carrying out 

their duties and positions, including the obligation to carry out their positions in 
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reality. In practice, there are still many Notaries who do not carry out their 

positions. Whereas according to Article 17 of the UUJN confirms that Notaries 

are prohibited from leaving their area of office for more than 7 (seven) 

consecutive working days without valid reasons. In this research, the problem 

raised is how the mechanism for imposing administrative sanctions on Notaries 

who do not carry out their positions by analysing MPPN Decision Number: 

09/B/MPPN/IX/2023. To answer these problems, a normative juridical research 

method supported by field research is used. the juridical legal approach is used to 

analyse various laws and regulations relating to the imposition of sanctions in the 

form of dishonourable dismissal of Notary in the above decision. Meanwhile, the 

empirical approach is used to analyse the extent to which the law operates in 

other areas by conducting field studies at the MPDN of South Tangerang City. 

The result of the research is that the regulation regarding the mechanism of 

imposing sanctions for Notary is already so complete, it's just that the 

implementation in each region can vary in law enforcement. The legal 

consequences for Notaries who are proven not to carry out their positions can be 

subject to administrative sanctions in the form of dishonourable dismissal as in 

the above decision.  

Keywords: Not Performing the Position of Notary, Supervision of Notaries,  

      Administrative Penalties 

 

  

A. LATAR BELAKANG 

        Keberadaan akta autentik sebagai alat bukti yang mengikat (bindende 

bewijskracht) dan sempurna (volledig bewijskracht) kini mulai digemari oleh 

masyarakat. dikatakan mengikat karena sesuatu yang ditulis dalam akta autentik 

harus dipercaya oleh hakim, yaitu harus dianggap benar selama ketidak 

benarannya dapat dibuktikan sebaliknya. dan dikatakan sempurna yang berarti 

bahwa akta autentik juga sudah tidak memerlukan suatu penambahan pembuktian. 

dua hal tersebut yang membuat masyarakat kini lebih terjamin dan terlindungi hak 

dan kepentingannya dalam melakukan perbuatan hukum. 

         Notaris adalah profesi hukum yang mulia dan dikenal dengan “officium 

nobile”, karena profesi Notaris memiliki hubungan erat dengan kemanusiaan.  

Akta yang dibuat oleh Notaris dapat menjadi dasar hukum atas status harta 

benda, hak dan kewajiban seseorang. kekeliruan atas akta yang dibuat Notaris 

dapat menyebabkan tercabutnya hak atau terbebaninya seseorang atas suatu 

kewajiban, oleh karena itu Notaris dalam menjalankan tugas jabatannya harus 
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mematuhi berbagai ketentuan yang tersebut dalam Undang-Undang Jabatan 

Notaris.1 

Semua pengaturan mengenai Notaris telah tertuang dalam Undang-

Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang perubahan Undang-Undang Nomor 30 

Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris (selanjutnya disebut UUJN). Notaris 

adalah pejabat umum yang independen (mandiri), sebagai pejabat umum, 

Notaris diangkat oleh Menteri untuk melaksanakan sebagian fungsi publik dari 

negara dan bekerja untuk kepentingan umum. publik disini mempunyai arti 

pejabat yang melayani masyarakat umum dalam hal pembuatan akta autentik 

yang berhubungan dengan bidang hukum perdata.2 

Dimuat dalam UUJN bahwa Notaris dalam menjalankan jabatannya juga 

terdapat beberapa larangan, yang salah satunya adalah terkait dengan larangan 

Notaris untuk menjalankan jabatan diluar wilayah jabatannya berdasarkan 

aturan Pasal 17 huruf a UUJN berbunyi “Notaris dilarang menjalankan jabatan 

di luar wilayah jabatannya”. Dari ketentuan Pasal tersebut dapat diketahui 

bahwa larangan dalam ketentuan tersebut dimaksudkan untuk memberi 

kepastian hukum kepada masyarakat dan sekaligus mencegah terjadinya 

persaingan tidak baik antar Notaris dalam menjalankan jabatannya. Setiap 

Notaris telah ditentukan daerah hukumnya (daerah jabatannya) dan hanya di 

dalam daerah yang ditentukan bagiannya ia berwenang untuk membuat akta 

autentik.Akta yang dibuat Notaris di luar wilayah daerah jabatannya adalah 

tidak sah serta menjadi akta di bawah tangan.3                                

          Sejak kehadiran Notaris di Indonesia pengawasan terhadap Notaris 

selalu dilakukan oleh lembaga peradilan dan pemerintah, bahwa tujuan dari 

pengawasan agar Notaris ketika menjalankan tugas jabatannya memenuhi 

semua persyaratan yang berkaitan dengan pelaksanaan tugas jabatan Notaris, 

demi untuk pengamanan dari kepentingan masyarakat, karena Notaris diangkat 

 
1 Aibdul Ghiofur Ainshiori, Pierspiektif Hukum dain iEtikai, (Yiogyaikairtai :Liembaigai 

Kieniotairiaitain Indioniesiai, UII Priess, 2009), hlm 46. 
2 Ai Ai Aindi Praijitnio, Piengietaihuain Praiktis Tientaing Aipai Dain Siaipai Niotairis Di 

Indioniesiai, (Suraibaiyai : Putrai Miediai Nusaintairai, 2010), hlm 26. 
3 G.H.S Lumbain Tiobing, Pieraiturain Jaibaitain Niotairis, Ciet. 3, (Jaikairtai :iErlainggai, 

2007), hlm 49-50. 
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oleh Pemerintah bukan untuk kepentingan diri Notaris tapi untuk kepentingan 

masyarakat yang dilayaninya.4   

Dengan tugas dan tanggung jawab yang dimiliki oleh Notaris, maka 

sangat beralasan bahwa Notaris juga berada di bawah pengawasan, yang 

bertindak selaku pengawas Notaris yaitu Majelis Pengawas Notaris. Majelis 

Pengawas Notaris merupakan suatu badan yang mempunyai kewenangan dan 

kewajiban untuk melakukan pengawasan dan pembinaan terhadap Notaris.  

Setelah berlakunya UUJN maka yang dapat melakukan pengawasan, 

pemeriksaan dan penjatuhan sanksi terhadap Notaris dilakukan oleh Menteri 

Hukum dan Hak Asasi Manusia dengan membentuk Majelis Pengawas 

Notaris.5 Badan ini dibentuk oleh Menteri guna mendelegasikan kewajibannya 

untuk mengawasi dan membina Notaris yang meliputi perilaku dan 

pelaksanaan jabatan Notaris sesuai Pasal 67 Undang Undang Jabatan Notaris 

jo. Pasal 1 ayat 2 Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik 

Indonesia Nomor 15 tahun 2020 tentang Tata Cara Pemeriksaan Majelis 

Pengawas terhadap Notaris. Dalam melaksanakan tugas kewajibannya badan 

tersebut secara fungsional dibagi menjadi 3 (tiga) bagian secara hierarki sesuai 

dengan pembagian suatu wilayah administratif meliputi :Kabupaten/Kota, 

Propinsi, dan Pusat. Seorang Notaris dalam melaksanakan tugas dan 

kewajibannya harus sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan yang 

berlaku. Salah satu kewajiban Notaris dalam menjalankan jabatannya diatur 

dalam Pasal 7 ayat (1) UUJN berbunyi : ”Dalam waktu paling lambat 60 (enam 

puluh) hari terhitung sejak tanggal pengambilan supah/janji jabatan Notaris, 

yang bersangkutan wajib Menjalankan jabatan dengan nyata”  

Setiap kesalahan yang terjadi terhadap Notaris dalam menjalankan jabatannya 

merupakan suatu pelanggaran. Dan setiap pelanggaran itu merupakan suatu hal 

yang harus diperhatikan oleh Majelis Pengawas Notaris dengan tujuan untuk 

meminimalisir terjadinya pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan oleh 

 
   4 Haibib Aidjiie, Maijielis Piengaiwais Niotairis, (Suraibaiyai : Riefikai Aiditaimai, 2010), hlm 3.

  
5 Haibib Aidjiie, Maijielis Piengaiwais Niotairis siebaigaii Piejaibait Taitai Usaihai Niegairai, 

(Baindung : Cietaikain Kiesaitu, Riefikai Aiditaimai) , 2011, hlm 1-3. 
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Notaris dalam menjalankan jabatannya dengan benar dan sesuai dengan 

Undang-Undang.  

Pada praktiknya di lapangan, dalam realisasi Pasal 7 ayat (1) huruf a 

UUJN masih terdapat Notaris yang belum menjalankan jabatan secara nyata 

setelah dilantik dan disumpah. Seperti adanya Notaris yang sudah dilantik dan 

disumpah tetapi belum membuka kantor, atau ada yang sudah memiliki kantor 

lengkap dengan plang Notaris tetapi setelah ditelusuri Notaris yang 

bersangkutan tidak pernah ada ditempat secara berturut-turut tanpa alasan yang 

sah, seperti contoh kasus yang menjerat AMIN, Sarjana Hukum, sebagai 

Notaris di Kota Palembang yang kini sudah diberhentikan dengan tidak hormat 

oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia atas 

rekomendasi dari Majelis Pengawas Pusat Notaris sebagaimana dalam 

Putusan Nomor : 09/B/MPPN/IX/2023. Sehingga hal ini yang menjadi 

perhatian penulis untuk mengkaji lebih jauh tentang Mekanisme Penjatuhan 

Sanksi Administratif terhadap Notaris yang tidak menjalankan jabatannya 

berdasarkan putusan tersebut diatas. 

B. METODE PENELITIAN 

Pienielitian ini biersifat dieskriptif yaitu pienielitian yang biertujuan untuk 

mienggambarkan tientang kieadaan suatu hal di daierah tiertientu dan pada saat 

tiertientu tientang penjatuhan sanksi olieh Majielis Piengawas Notaris tierhadap 

Notaris yang tidak mienjalankan jabatannya. Pienielitian yang dilakukan ini 

mierupakan pienielitian hukum normatiff  v  yang didukung diengan pienielitian 

lapangan bierupa wawancara tierbuka diengan pihak terkait, hukum 

normatif adalah suatu pienielitian yang sumbier bahannnya dipierolieh dari 

pienielitian kiepustakaan diengan mienganalisa dan miempielajari buku-

buku atau karya-karya tulis diengan didukung pienielitian lapangan 

bierupa wawancara diengan pihak yang tierkait yang rielievan diengan 

pokok piermasalahan yang ditieliti. 

Piendiekatan masalah yang pienulis gunakan adalah piendiekatan hukum 

Yuridis iEmpiris (socioliegal riesiearch). Piendiekatan Yuridis digunakan untuk 

mienganalisa bierbagai Pieraturan Pierundang-Undangan bierkaitan diengan 
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piermasalahan diatas. Dan Piendiekatan iEmpiris digunakan untuk mienganalisis 

hukum diengan mielihat kie siesuatu kienyataan hukum di dalam masyarakat.6 

C. PEMBAHASAN 

1. Kasus Posisi Putusan MPPN Nomor : 09/B/MPPN/IX/2023 

Kasius yang pieniulis iuraikan disini biersiumbier dari Salinan Piutiusan 

Majielis Piengawas Piusat Niotaris (MPPN) yang bierwienang miemieriksa dan 

miengambil kiepiutiusan tierhadap pienjatiuhan sanksi tierhadap AMIN, Sarjana 

Hiukium, sielakiu Niotaris di Kiota Paliembang yang dibierikan sanksi iolieh Majielis 

Piengawas Piusat Niotaris kariena tierbiukti tidak mielaksanakan tiugas jabatannya 

siebagaimana yang diatiur iolieh iUndang-iUndang Niomior 2 Tahiun 2014 tientang 

Pieriubahan atas iUndang-iUndang Niomior 30 Tahiun 2004 tientang Jabatan 

Niotaris. Pierkara ini biermiula kietika Majielis Piengawas Daierah Niotaris Kiota 

Pieliembang mielakiukan piemieriksaan riutin tahiunan tierhadap sieliuriuh Niotaris di 

Kiota Paliembang miendapati fakta bahwa Niotaris AMN, Sarjana Hiukium, tidak 

mielaksanakan tiugas jabatannya dan tidak dikietahiui kiebieradaan kantior Niotaris 

yang biersangkiutan siecara factiual, hal tiersiebiut didasari dari piemieriksaan 

pieriiodik Majielis Piengawas Daierah Niotaris Kiota Paliembang siejak tahiun 2016 

sampai tahiun 2019 sierta tidak miengirimkan lapioran biulanan akta sielama kiuriun 

waktiu tiersiebiut. 

Mienindaklanjiuti hal tiersiebiut Majielis Piengawas Daierah Niotaris Kiota 

Paliembang tielah miengirimkan siurat pieringatan kiepada Niotaris AMN, Sarjana 

Hiukium agar dapat miemieniuhi kietientiuan pieratiuran pieriundang-iundangan 

dimaksiud siekaligius mielapiorkan alamat kantior kiepada Majielis Piengawas 

Daierah Niotaris Kiota Paliembang. Adapiun siurat pieringatan tiersiebiut yaitiu : 

1. Siurat Niomior : iUM.MPDNKiotaPaliembang.09.16-20 tanggal 1 Sieptiembier 

2016 pierihal Pieringatan; 

2. Siurat Niomior : iUM.MPDNKiotaPaliembang.08.17-27 tanggal 28 Agiustius 

2017 pierihal Pieringatan; 

3. Siurat Niomior : iUM.MPDNKiotaPaliembang.09.18-24 tanggal 3 Sieptiembier 

2018 pierihal Pieringatan; 

 
6 Zaiinudin Aili, Mietiodie Pienielitiain Hukum, (Jaikairtai :Sinair Graifikai, 2009), hlm 105. 
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Bahwa bierdasarkan Bierita Acara Piemieriksaan Priotiokiol Niotaris Niomior : 

M.01/BAP-PN/MPDN Kiota Paliembang/VII/2019 tiertanggal 12 Jiuli 2019 Tim 

Piemieriksa Priotiokiol Niotaris Kiota Paliembang miendatangi kantior Niotaris 

AMIN, Sarjana Hiukium, yang bieralamat di Jalan Tiebiet Niomior 171 A Taman 

Siswa Paliembang miendapati tiemiuan siebagai bierikiut : 

- Alamat tidak ditiemiukan; 

- Niotaris tidak bisa dihiubiungi. 

Kiemiudian ditahiun 2020, bierdasarkan Bierita Acara Piemieriksaan Priotiokiol 

Niotaris Niomior : M.01/BAP-PN/MPDN Kiota Paliembang/VII/2020 tiertanggal 

03 Jiuli 2020 Tim Piemieriksa Priotiokiol Niotaris Majielis Piengawas Daierah 

Niotaris Kiota Paliembang kiembali miendatangi Kantior Niotaris AMIN, Sarjana 

Hiukium, yang bieralamat di Jalan Tiebiet Niomior 171 A Taman Siswa Paliembang 

miendapati tiemiuan siebagai bierikiut : 

- Alamat tidak ditiemiukan; 

- Niotaris tidak bisa dihiubiungi. 

Atas hal tiersiebiut diatas dikietahiui Majielis Piengawas Daierah Niotaris Kiota 

Paliembang mielayangkan siurat kiepada Majielis Piengawas Wilayah Niotaris 

Priovinsi Siumatiera Sielatan bierdasarkan siurat Majielis Piengawas Daierah Niotaris 

Kiota Paliembang Niomior iUM.MPDNKiotaPaliembang.09.19-33 tiertanggal 3 

Sieptiembier 2019 Pierihal Riekiomiendasi Piembierian Sanksi bagi Niotaris AMIN, 

Sarjana Hiukium, bieriupa Piembierhientian Niotaris. 

Mienindaklanjiuti siurat riekiomiendasi dari Majielis Piengawas Daierah 

Niotaris Kiota Paliembang, Majielis Piengawas Wilayah Niotaris Priovinsi 

Siumatiera Sielatan tielah mielakiukan piemieriksaan yang ditiuangkan dalam Bierita 

Acara Piemieriksaan Niomior : 092/BAP/MPWNSiumatieraSielatan/IX/2020, dan 

didapati fakta siebagai bierikiut : 

1. Bahwa Niotaris AMN, Sarjana Hiukium, sielakiu Niotaris Kiota Paliembang 

siejak tahiun 2016 sampai diengan siekarang tidak mielaksanakan tiugas 

jabatannya siebagai Niotaris diengan kietierangan dan alasan yang tidak 

jielas; 
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2. Bahwa Bierdasarkan hasil piemieriksaan riegiular Majielis Piengawas Daierah 

Niotaris Kiota Paliembang yang biersangkiutan tidak dikietahiui 

kiebieradaannya dan tidak dapat dihiubiungi; 

3. Bahwa siecara miusyawarah dan miufakat iuntiuk miembierikan riekiomiendasi 

kiepada Majielis Piengawas Piusat Niotaris mienjatiuhkan sanksi kiepada 

Niotaris AMIN, Sarjana Hiukium, sielakiu Niotaris di Kiota Paliembangh 

bieriupa piembierhientian diengan tidak hiormat kariena yang biersangkiutan 

tidak mielaksanakan tiugas jabatannya siesiuai diengan pieratiuran 

pieriundang-iundangan tientang jabatan Niotaris. 

Bahwa Majielis Piengawas Wilayah Niotaris Priovinsi Siumatiera Sielatan tielah 

miemiutiuskan mielaliui piutiusan niomior: 002/Pts/Mj.PWNPriovSiumatieraSielatan/ 

IX/2020 tiertanggal 14 Sieptiembier 2020 diengan amar piutiusan : 

1. Mienyatakan riekiomiendasi Majielis Piengawas Daierah Niotairs Kiota 

Paliembang dapat ditierima; 

2. Miengiusiulkan kiepada Majielis Piengawas Piusat Niotaris iuntiuk 

mienjatiuhkan sanksi tierhadap AMIN, Sarjana Hiukium, sielakiu Niotaris di 

Kiota Paliembang bieriupa piembierhientian diengan tidak hiormat, kariena 

tielah mielanggar kietientiuan Pasal 12 hiuriuf d jiunctio Pasal 17 ayat (1) hiuriuf 

b iUndang-iUndang Niomior 2 Tahiun 2014 tientang pieriubahan atas iUndang-

iUndang Niomior 30 Tahiun 2004 tientang Jabatan Niotaris. 

Atas riekiomiendasi dari Majielis Piengawas Wilayah Niotaris Priovinsi Siumatiera 

Sielatan, Majielis Piengawas Piusat Niotaris tielah miemanggil para pielapior dan 

tierlapior siecara sah dan patiut mielaliui siurat niomior : iUM.MPPN.08.23-39 

tiertanggal 7 Agiustius 2023 dan siurat niomior : iUM.MPPN.08.23-55 tiertanggal 8 

Sieptiembier 2023  yang dihadiri pielapior dan tidak dihadiri tierlapior.  

Siesiuai sieliuriuh iuraian tiersiebiut diatas, sierta bierdasarkan hasil rapat miusyawarah 

Majielis Piengawas Piusat Niotaris, yang bierwienang miemieriksa pierkara tiersiebiut 

tielah miemiutiuskan mielaliui piutiusan niomior : 09/B/MPPN/IX/2023 tiertanggal 14 

Sieptiembier 2023 diengan amar piutiusan : 

a. Miengiuatkan Piutiusan Majielis Piemieriksa Wilayah Niotaris Priovinsi 
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Siumatiera Sielatan Niomior: 002/Pts/Mj.PWNPriovSiumatieraSielatan/ 

IX/2020 tiertanggal 14 Sieptiembier 2020; 

b. Miengiusiulkan pienjatiuhan sanksi piembierhientian diengan tidak hiormat 

kiepada Mientieri Hiukium dan Hak Asasi Maniusia Kiepada AMIN, 

Sarjana Hiukium, Niotaris Kiota Paliembang. 

2. Analisis P ienjatiuhan Sanksi iolieh Majielis P iengawas Niotaris t ierhadap 

Niotaris Tidak M ienjalankan Jabatannya dalam P iutiusan Maj ielis 

P iengawas P iusat Niotaris Niomior : 09/B/MPPN/IX/2023 

Bierikiut ini pieniulis akan mielakiukan analisis siecara yiuridis diengan 

miengaitkan diudiuk pierkara tiersiebiut diengan pieratiuran pieriundang-iundangan 

tierkait tientang pienjatiuhan sanksi yang dilakiukan iolieh Majielis Piengawas Piusat 

Niotaris tierhadap Niotaris yang tidak mielaksanakan tiugas jabatannya: 

a. Bahwa Niotaris adalah piejabat iumium yang bierwienang iuntiuk miembiuat 

akta aiutientik dan kiewienangan lainnya siebagaimana dimaksiud dalam 

iundang-iundang jabatan niotaris.7 Dikatakan piejabat iumium kariena 

sieiorang niotaris diangkat dan dibierhientikan iolieh piemierintah mielaliui 

kiemientierian hiukium dan hak asasi maniusia Riepiublik Indioniesia8 dan 

dibierikan wiewienang dan kiewajiban iuntiuk mielayani masyarakat (piublik) 

dalam hal piembiuatan alat biukti tiertiulis bieriupa akta aiutientik. iolieh 

karienanya sangat bieralasan dalam mielaksanakan tiugas jabatannya 

Niotaris sienantiasa diawasi iolieh siuatiu badan yang kriedibiel yang kita 

kienal saat ini adalah Majielis Piengawas Niotaris siecara bierjienjang agar 

siebanyak miungkin Niotaris dapat miemieniuhi siegala kietientiuan yang diatiur 

iolieh pieratiuran pieriundang-iundangan, hal ini sangat pienting diengan tiujiuan 

agar tidak ada kieriugian yang ditimbiulkan dimasyarakat sierta mienjamin 

kiepastian hiukium; 

b. Bahwa Majielis Piengawas Niotaris adalah yang sielanjiutnya Majielis 

Piengawas adalah siuatiu badan yang miempiunyai kiewienangan dan 

kiewajiban iuntiuk mielaksanakan piembinaan dan piengawasan tierhadap 

 
7 Paisail 1 aingkai 1 Undaing-Undaing Niomior 2 Taihun 2014 tientaing pierubaihain aitais 

Undaing-Undaing Niomior 30 Taihun 2004 tientaing Jaibaitain Niotairis 
8 Paisail 2 Undaing-Undaing Niomior 30 Taihun 2004 tientaing Jaibaitain Niotairis 
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Niotaris.9 Siebagai badan yang dibientiuk iolieh Mientieri yang biertiugas iuntiuk 

miembantiu Mientieri dalam mienjalankan fiungsi piengawasan dan 

piembinaan tierhadap Niotaris, badan ini bierwienang iuntiuk mielakiukan 

piembinaan dan piengawasan tierhadap Niotaris sierta mielakiukan 

piemieriksaan tierhadap diugaan pielanggaran pierilakiu dan pielaksanaan 

jabatan Niotaris.10 Kiembali pada pierkara a qiuio diatas yang mana Majielis 

Piengawas Piusat Niotaris miembierikan iusiulan ataiu riekiomiendasi 

pienjatiuhan sanksi administratif bieriupa piembierhientian diengan tidak 

hiormat kiepada mientieri hiukium dan hak asasi maniusia adalah siudah tiepat, 

miengingat kientiuan pasal 2 Pieratiuran Mientieri Hiukium dan Hak Asasi 

Maniusia Riepiublik Indioniesia Niomior 61 Tahiun 2016 tientang Tata Cara 

Pienjatiuhan Sanksi Administratif tierhadap Niotaris adalah siebagai bierikiut  

: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Adapiun sanksi administratif adalah hiukiuman yang dijatiuhkan iolieh 

piejabat yang bierwienang kiepada Niotaris kariena mielakiukan pielanggaran 

 
9 Paisail 1 aingkai 2 Pieraiturain Mientieri Hukum dain Haik Aisaisi Mainusiai Riepublik Indioniesiai 

Niomior 15 Taihun 2020 tientaing Taitai Cairai Piemieriksaiain Maijielis Piengaiwais tiehaidaip Niotairis 
10 Paisail 2 Pieraiturain Mientieri Hukum dain Haik Aisaisi Mainusiai Riepublik Indioniesiai Niomior 15 

Taihun 2020 tientaing Taitai Cairai Piemieriksaiain Maijielis Piengaiwais tiehaidaip Niotairis 
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yang diwajibkan ataiu miemieniuhi kietientiuan yang dilarang iolieh pieratiuran 

pieriundang-iundangan.11 

c. Bahwa miekanismie piengawasan tierhadap Niotaris bierdasarkan Pasal 3 

Pieratiuran Mientieri Hiukium dan Hak Asasi Maniusia Riepiublik Indioniesia 

Niomior 16 Tahiun 2021 tientang Siusiunan iOrganisasi dan Tata Kierja, Tata 

Cara Piengangkatan dan Piembierhientian, Sierta Anggaran Majielis 

Piengawas Niotaris adalah siebagai bierikiut : 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sierta miempierhatikan kietientiuan Pasal 18 Pieratiuran Mientieri Hiukium dan 

Hak Asasi Maniusia Riepiublik Indioniesia Niomior 15 Tahiun 2020 tientang 

Tata Cara Piemieriksaan Majielis Piengawas tierhadap Niotaris yaitiu :  

 

 

 

 

 

 

Maka Majielis Piengawas Daierah Niotaris Kiota Paliembang tielah biertindak 

siesiuai diengan kietientiuan yang ada yaitiu mielakiukan piemieriksaan siecara 

riegiular tierhadap priotiokiol Niotaris dan diugaan pielanggaran pielaksanaan 

jabatan tierhadap Niotaris AMN, Sarjana Hiukium, siudah tiepat. Pierliu 

 
11 Paisail 1 aingkai 1 Pieraiturain Mientieri Hukum dain Haik Aisaisi Mainusiai Riepublik 

Indioniesiai Niomior 61 Taihun 2016 tientaing Taitai Cairai Pienjaituhain Sainksi Aidministraitif tierhaidaip 

Niotairis 

 



Imanot: Jurnal Kemahasiswaan Hukum & Kenotariatan 

 (Vol 4, No. 01, Desember 2024)  

p-ISSN 2829-1824 e-ISSN 2810-0972 

 

12 
 

diingat bahwa yang dapat miengajiukan lapioran atas diugaan pielanggaran 

pielaksanaan jabatan Niotaris tidak hanya masyarakat iumium saja, namiun 

jiuga Majielis Piengawas pada jienjang masing-masing yang dapat 

dipieriolieh dari hasil piemieriksaan bierkala.12 

d. Bahwa dalam hal Niotaris tierbiukti mielakiukan pielanggaran pierilakiu dan 

Pielaksanaan Jabatan, Majielis Piemieriksa mienjatiuhkan sanksi bieriupa :13 

1. Pieringatan Lisan; 

2. Pieringatan Tiertiulis; 

3. Piembierhientian Siemientara; 

4. iUsiulan Pienjatiuhan Piembierhientian diengan Hiormat; ataiu 

5. iUsiulan Pienjatiuhan Piembierhientian diengan Tidak Hiormat. 

Diengan miempierhatikan kietientiuan Bab IX tientang Piengawasan Pada 

iUndang-iUndang Niomior 30 Tahiun 2004 tientang Jabatan Niotaris, diengan 

ini pieniulis sampaikan kiewienangan masing-masing Majielis Piengawas 

siecara bierjienjang siebagai bierikiut: 

Majielis P iengawas 

Niotaris 

K iewienangan P iembierian Sanksi 

Majielis Piengawas 

Daierah 

Tidak ada piembierian sanksi pada 

piemieriksaan tingkat piertama. Hasil 

piemieriksaan ditiuangkan dalam bierita 

acara piemieriksaan dan riekiomiendasi 

hasil piemieriksaan  

Majielis Piengawas 

Wilayah 

- Miembierikan Sanksi Tiegiuran 

Lisan ataiu Tiertiulis; 

- Miengiusiulkan Piembierian Sanksi 

tierhadap Niotaris Kiepada Majielis 

Piengawas Piusat bieriupa : 

 
12 Paisail 8 Pieraiturain Mientieri Hukum dain Haik Aisaisi Mainusiai Riepublik Indioniesiai 

Niomior 15 Taihun 2020 tientaing Taitai Cairai Piemieriksaiain Maijielis Piengaiwais tiehaidaip Niotairis 
13 Paisail 36 Pieraiturain Mientieri Hukum dain Haik Aisaisi Mainusiai Riepublik Indioniesiai 

Niomior 15 Taihun 2020 tientaing Taitai Cairai Piemieriksaiain Maijielis Piengaiwais tiehaidaip Niotairis 
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a. Piembierhientian siemientara 3 

(tiga) s.d 6 (ienam) biulan; 

ataiu 

b. Piembierhientian diengan tidak 

hiormat. 

Majielis Piengawas Piusat - Mienjatiuhkan sanksi 

piembierhientian siemientara; 

- Miengiusiulkan piembierian sanksi 

bieriupa piembierhientian diengan 

tidak hiormat 

 

e. Bahwa pierkara a qiuio yang tielah biergiulir sampai tingkat Majielis 

Piengawas Piusat Niotaris siesiuai kietientiuan pasal 77 hiuriuf a iUndang-

iUndang Niomior 2 Tahiun 2014 tientang Pieriubahan atas iUndang-iUndang 

Niomior 30 Tahiun 2004 tientang Jabatan Niotaris mieniuriut pieniulis adalah 

bierwienang mienyielienggarakan siding iuntiuk miemieriksa dan miengambil 

kiepiutiusan adalah siudah bienar, kariena pierkara a qiuio siebieliumnya siudah 

dipieriksa siecara bierjienjang14 pada tingkat daierah dan tingkat priovinsi 

mielaliui Majielis Piengawas Daierah Niotaris Kiota Paliembang dan Majielis 

Piengawas Wilayah Priovinsi Siumatiera Sielatan siesiuai kiediudiukan tierakhir 

tierlapior yaitiu Kiota Paliembang. 

f. Bahwa tierlapior tielah dibierikan haknya iuntiuk miembierikan klarifikasi 

ataiu miembiela diri dihadapan tim piemieriksa pada masing-masing tingkat 

piemieriksaan15, namiun tierlapior tidak hadir kiendati siudah dilakiukan 

piemanggilan siecara sah dan patiut mielaliui siurat tiercatat. Siehingga 

piutiusan Majielis Piemieriksa Wilayah Niotaris Priovinsi Siumatiera Sielatan 

Niomior: 002/Pts/Mj.PWNPriovSiumatieraSielatan/ IX/2020 tiertanggal 14 

 
14 Paisail 9 Pieraiturain Mientieri Hukum dain Haik Aisaisi Mainusiai Riepublik Indioniesiai 

Niomior 15 Taihun 2020 tientaing Taitai Cairai Piemieriksaiain Maijielis Piengaiwais tiehaidaip Niotairis  
15 Paisail 19 aiyait (3) junctio Paisail 45 aiyait (1) Pieraiturain Mientieri Hukum dain Haik Aisaisi 

Mainusiai Riepublik Indioniesiai Niomior 15 Taihun 2020 tientaing Taitai Cairai Piemieriksaiain Maijielis 

Piengaiwais tiehaidaip Niotairis 
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Sieptiembier 2020 dan Piutiusan Majielis Piengawas Piusat Niotaris Niomior : 

09/B/MPPN/IX/2023 yang tidak dihadiri tierlapior yaitiu Niotaris AMN, 

Sarjana Hiukium, Niotaris Kiota Paliembang, maka piemieriksaan dan 

pienjatiuhan piutiusan adalah sah dan miengikat.16 

g. Bahwa bierdasarkan hasil piemieriksaan Majielis Piengawas Piusat Niotaris 

pada pierkara a qiuio, Tim Piemieriksa Pada Majielis Piengawas Piusat Niotaris 

bierkieyakinan bahwa tierlapior tielah mielakiukan pielanggaran bierat 

tierhadap kiewajiban dan larangan jabatan siebagaimana yang diatiur dalam 

Pasal 12 hiuriuf d iUndang-iUndang Niomior 30 Tahiun 2004 tientang Jabatan 

Niotaris. Piertanyaannya adalah kiewajiban apa yang tidak dijalankan 

tierlapior dan larangan apa yang dilanggar iolieh tierlapior ? bierikiut adalah 

kiewajiban Niotaris mieniuriut iUndang-iUndang Jabatan Niotaris : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 
16 Paisail 15 Pieraiturain Mientieri Hukum dain Haik Aisaisi Mainusiai Riepublik Indioniesiai 

Niomior 15 Taihun 2020 tientaing Taitai Cairai Piemieriksaiain Maijielis Piengaiwais tiehaidaip Niotairis 
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Bahwa bierdasarkan piemieriksaan riegiular Majielis Piengawas Daierah 

Niotaris Kiota Paliembang tierhadap Niotaris AMN, Sarjana Hiukium, adalah 

yang biersangkiutan tidak ada lapioran biulanan akta sielama kiuriun waktiu 

tahiun 2016 sampai tahiun 2019, siehingga mieniuriut pieniulis iunsiur tidak 

mielaksanakan kiewajiban iolieh tierlapior tielah tierpieniuhi apabila dikaitkan 

pada kietientiuan tiersiebiut diatas. dan bierikiut ini adalah larangan Niotaris 

mienieiuriut kietientiuan iUndang-iUndang Jabatan Niotaris : 
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Bahwa bierdasarkan piemieriksaan riegiular Majielis Piengawas Daierah 

Niotaris Kiota Paliembang tierhadap Niotaris AMN, Sarjana Hiukium sielama 

kiuriun waktiu tahiun 2016 sampai tahiun 2019 adalah siudah miembiuktikan 

bahwa tierlapior didiuga tielah mieninggalkan wilayah jabatan liebih dari 7 

(tiujiuh) hari kierja biertiuriut-tiuriut tanpa alasan yang sah. 

h. Bahwa tierhadap pierkara a qiuio tierlapior tielah dijatiuhi hiukiuman maksimal 

dalam pienjatiuhan sanksi administratif yang dapat dikienakan tierhadap 

Niotaris yang tielah mielakiukan pielanggaran tierhadap pierilakiu dan 

pielaksanaan jabatan yaitiu miengiusiulkan pienjatiuhan sanksi piembierhientian 

diengan tidak hiormat kiepada Mientieri Hiukium dan Hak Asasi Maniusia 

kiepada tierlapior. Disini pieniulis miengapriesiasi tim piemieriksa pada 

Majielis Piengawas Piusat Niotaris kariena tielah ciermat mienierapkan sanksi 

maksimal tanpa  dibierikan sanksi siecara bierjienjang yaitiu mienierapkan 

kietientiuan Pasal 3 ayat (3) Pieratiuran Mientieri Hiukium dan Hak Asasi 

Maniusia Riepiublik Indioniesia Niomior 61 Tahiun 2016 tientang Tata Cara 

Pienjatiuhan Sanksi Administratif tierhadap Niotaris siebagai bierikiut : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pieratiuran mientieri tiersiebiut jielas mieriupakan pieratiuran pielaksana tierhadap 

tata cara pienjatiuhan sanksi ssiebagaimana dimaksiud dalam pasal 7 ayat 
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(2), Pasal 16 ayat (11) dan ayat (13), Pasal 17 ayat (2), …dst.17 Siebagai 

piejabat iumium yang diangkat dan dibierhientikan iolieh mientieri, pieniulis 

mienganalisis bahwa diengan tierbitnya piutiusan Niomior : 

09/B/MPPN/IX/2023 tiertanggal 14 Sieptiembier 2023 yang mana amar 

piutiusannya adalah miengiusiulkan piembierhientian diengan tidak hiormat 

Niotaris AMN, Sarjana Hiukium, kiepada mientieri. Ini mmieniegaskan bahwa 

pielaksanaan fiungsi piengawasan yang dilakiukan iolieh Majielis Piengawas 

Niotaris siebagai badan yang dibientiuk iolieh mientieri iuntiuk miembantiu 

mientieri mienjalankan fiungsi piengawasan dan piembinaan tierhadap 

Niotaris masih bierjalan diengan baik. Baik itiu ditingkat daierah, tingkat 

priovinsi, maiupiun tingkat piusat. Pieniulis bierkieyakinan bahwa piemierintah 

bietiul-bietiul sieriius ingin miembierikan pielayanan hiukium kiepada 

masyarakat yang ingin miembiuat alat biukti tiertiulis bieriupa akta aiutientik 

namiun jiuga ingin miembierikan pierlindiungan dan kiepastian hiukium agar 

masyarakat sienantiasa tierhindar dari ioknium Niotaris yang dapat 

mieriugikan kiepientingan masyarakat. 

D. KESIMPULAN 

Bahwa pienjatiuhan sanksi administratif iolieh Majielis Piengawas Piusat 

Niotaris siebagaimana dalam piutiusannya Niomior : 09/B/MPPN/IX/2023 

tiertanggal 14 Sieptiembier 2023 bieriupa piembierhientian diengan tidak 

hiormat tierhadap Niotaris AMNN, Sarjana Hiukium siebagai Niotaris di Kiota 

Paliembang mieriupakan bientiuk kionkriet dari sikap tiegas piemierintah 

kariena siudah siesiuai diengan Pasal 12 hiuriuf d Pasal 17 ayat (1) iUndang-

iUndang Niomior 2 Tahiun 2014 tientang pieriubahan atas iUndang-iUndang 

Niomior 30 Tahiun 2004 tientang Jabatan Niotaris. Miekanismie Pienjatiuhan 

Sanksi tierhadap Niotaris tielah siesiuai diengan Pasal 3 ayat (2) dan ayat (3) 

jio. Pasal 10 Pieratiuran Mientieri Hiukium dan Hak Asasi Maniusia Riepiublik 

Indioniesia Niomior 61 Tahiun 2016 tientang Tata Cara Pienjatiuhan Sanksi 

Administratif tierhadap Niotaris yaitiu dalam hal Niotaris mielakiukan 

 
17 Paisail 91Ai Undaing-Undaing Niomior 2 Taihun 2014 tientaing pierubaihain aitais Undaing-

Undaing Niomior 30 Taihun 2004 tientaing Jaibaitain Niotairis 
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pielanggaran bierat tierhadap kiewajiban dan larangan jabatan langsiung 

dapat dijatiuhi sanksi administratif tanpa dilakiukan siecara bierjienjang. 

Maka dapat ditarik kiesimpiulan bahwa tindakan Niotaris AMN, Sarjana 

Hiukium, yang tidak piernah mienjalankan tiugas dan jabatanya diengan 

tidak piernah miembiuka kantior, tidak piernah miengirimkan lapioran 

biulanan akta, tidak dikietahiui kiebieradaannya, dan tidak dapat dilakiukan 

piemieriksaan riutin tahiunan iolieh Majielis Piengawas Daierah Niotaris Kiota 

Paliembang dalam kiuriun waktiu tahiun 2016 sampai diengan tahiun 2019 

mieriupakan pielanggaran nyata tierhadap kietientiuan Pasal 17 ayat (1) hiuriuf 

b yaitiu mieninggalkan wilayah jabatannya liebih dari 7 (tiujiuh) hari kierja 

biertiuriut-tiuriut tanpa alasan yang sah. iolieh kariena itiu bierdasarkan Siurat 

Kiepiutiusan Mientieri Hiukium dan Hak Asasi Maniusia Riepiublik Indioniesia 

Niomior : AHiU.59.AH.02.04 Tahiun 2023 tiertanggal 10 iOktiobier 2023 

tientang piembierhientian diengan tidak hiormat dari jabatan Niotaris tierhadap 

Niotaris AMN, Sarjana Hiukium dari jabatannya siebagai Niotaris Kiota 

Paliembang mieniuriut pieniulis siejalan diengan siemangat piemierintah dalam 

iupaya miembierikan jaminan dan pierlindiungan hiukium bagi sietiap warga 

masyarakat yang dilayaninya dalam hal piembiuatan akta aiutientik. 
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